







  Amerika Serikat merupakan negara yang sudah meratifikasi Konvensi 
Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, maka sudah menjadi 
kewajibannya untuk mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam instrumen 
internasional tersebut. Dalam hal ini maka Amerika Serikat seharusnya 
menerapkan seluruh isi dari Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status 
Pengungsi tersebut termasuk prinsip Non-Diskriminasi yang terdapat di dalam 
Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Namun 
Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Moslem Ban Policy ini yaitu Amerika 
melakukan penolakan terhadap para imigran yang didalmnya termasuk para 
pengungsi dari beberapa negara tertentu yang mayoritas penduduknya adalah 
pemeluk Agama islam (moslem). Amerika Serikat melalui Donald Trump 
selaku kepala negara, melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 Konvensi 
Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mengenai Non-Diskriminasi 
karena melakukan pembedaan perlakuan terhadap pengungsi dari segi agama 
maupun bangsa. Dalam segi agama ini terlihat adanya ketimpangan perlakuan 
Amerika dalam menerima pengungsi beragama Islam dengan pengungsi 
Kristiani, dimana pengungsi Kristiani dari negara yang dilarang oleh Amerika 







dibandingkan dengan pengungsi Muslim. Dalam dimensi bangsa hal ini terlihat 
dengan jelas bahwasanya Amerika Serikat menolak pengungsi dari beberapa 
negara seperi Iran dan Suriah, sedangkan menerima pengungsi dari negara-
negara lain seperti Kongo, Birma, dan Ukraina. Maka sudah jelas bahwa apa 
yang dilakukan Donald Trump untuk menolak pengungsi yang berasal dari 
beberapa negara tertentu yang mayoritas penduduknya beragama muslim 
merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 
Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Walaupun Donald 
Trump mengeluarkan beberapa opini politisnya mengenai hal ini, namun tetap 
saja Hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional merupakan 
garis batas untuk segala kebijakan yang akan diambil dan sangat disayangkan 
Amerika telah menyimpangi Hukum yang ada demi terpenuhinya Idealisme 
penguasa yang sekarang menjabat disana, tentunya Hukum yang dimaksud 
secara khusus disini adalah Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Sebagai masyarakat internasional, seharusnya negara mentaati 
perjanjian internasional tersebut dengan itikad baik. Karena 
bagaimanapun juga, perjanjian internasional tersebut sudah diratifikasi 







2. Seharusnya sebagai negara yang besar dan berpengaruh Amerika 
Serikat memberikan contoh nyata bagaimana seharusnya negara-negara 
bertindak dalam mengatasi permasalahan yang timbul dengan 
mendasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ada dan dianggap sebagai 
hal yang baik oleh seluruh dunia. 
3. Sebaiknya dibuatkan mekanisme sanksi yang jelas dan dapat ditegakkan 
bagi pelanggar Konvensi Internasional, dalam hal ini sebagai 
pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi 
maka badan PBB seperti UNHCR dapat memiliki andil dalam 
pemberian sanksi. Tentu saja mekanisme sanksi juga harus dituangkan 
dalam sebuah konvensi ataupun sebagai tambahan dalam konvensi-
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